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ABSTRAK 

 

Khairum Ninsa. 1521150. 2025. Penegakan Hukum Peraturan Daerah 

Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan 

Kearsipan Dalam Pengelolaan Arsip Produk Hukum. Skripsi Program 

Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) 

K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.  

Pembimbing : Syarifa Khasna, M.Si. 

Penelitian ini membahas penegakan hukum atas Perda Kota 

Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 terkait penyelenggaraan kearsipan 

dalam pengelolaan arsip produk hukum. Latar belakangnya didasari 

oleh lemahnya pengelolaan arsip di Sekretariat Daerah. Seperti tidak 

dilaksanakannya retensi arsip, tidak adanya pemusnahan arsip 

kedaluwarsa, minimnya tenaga arsiparis profesional, serta belum 

tersedianya SOP dan sosialisasi yang memadai, yang berakibat pada 

lemahnya kesadaran hukum dan pelaksanaan perda. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan 

pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan 

pihak terkait serta studi dokumen dan literatur. Teori penegakan 

hukum dari Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. 

Friedman digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

memengaruhi efektivitas penerapan perda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perda belum 

optimal akibat hambatan struktural, seperti kurangnya SDM dan 

pembagian tugas, serta kendala substansi berupa ketiadaan regulasi 

teknis. Dari sisi budaya hukum, kesadaran aparatur terhadap 

pentingnya arsip juga masih rendah. Hal ini berdampak serius 

terhadap pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan, sehingga 

diperlukan langkah perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. 

Kata Kunci: Penegakan, Peraturan Daerah, Kearsipan 
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ABSTRACT 

Khairum Ninsa. 1521150. 2025. Law Enforcement of Pekalongan City 

Regional Regulation Number 12 of 2019 on the Implementation of 

Archives in the Management of Legal Product Archives. Thesis of State 

Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H 

Abdurrahman Wahid Pekalongan.  

Advisor: Syarifa Khasna, M.Si. 

This study discusses the enforcement of the Regional Regulation 

of Pekalongan City Number 12 of 2019 concerning archival 

administration in the management of legal product archives. The 

background of the research is based on the weak archive management 

within the Regional Secretariat, such as the absence of regular 

archival retention, the lack of disposal of expired archives, the limited 

number of professional archivists, and the unavailability of structured 

Standard Operating Procedures (SOP) and adequate dissemination, 

all of which result in weak legal awareness and poor implementation 

of the regulation. 

This research employs an empirical juridical method with a 

qualitative approach. Data were obtained through interviews with 

relevant parties as well as document and literature studies. The theory 

of law enforcement by Soerjono Soekanto and Lawrence M. 

Friedman's legal system theory are used to analyze the factors 

affecting the effectiveness of the regulation’s implementation. 

The findings show that the implementation of the regulation has 

not been optimal due to structural barriers, such as a lack of 

competent human resources and unclear task distribution, as well as 

substantive issues like the absence of technical regulations. From a 

legal culture perspective, the awareness of government officials 

regarding the importance of archives remains low. This condition 

significantly affects public service and government accountability, 

thus requiring comprehensive and sustainable improvements. 

Keywords: Enforcement, Regional Regulations, Archives 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi di masa ini semakin 

menuntut kebutuhan akan informasi bagi setiap organisasi 

maupun instansi. Dikarenakan semua kegiatan organisasi 

memerlukan informasi sebagai pendukung dari proses kerja 

administrasi maupun pelaksanaan fungsi manajemen. Salah 

satu sumber utama yang dapat membantu kita dalam 

menunjang proses kegiatan administrasi adalah arsip.1 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 menyatakan bahwa 

arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa yang dapat 

terjadi dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, 

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 

kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  Dalam hal ini arsip 

memiliki peran yang sangat penting dalam kelangsungan hidup  

organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta, karena 

arsip berisi informasi yang berguna dalam pengambilan 

keputusan, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila 

terjadi masalah, juga dapat dijadikan  sebagai alat 

pertanggungjawaban manajemen serta dapat dijadikan alat 

transparansi birokrasi.2 

Arsip harus bersifat autentik, informasinya utuh, 

berdasarkan azas asal usul dan aturan asli sehingga dapat 

 
1 Qumayratul Layliyah, “Tata Kelola Pengarsipan Di Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan,” Jurnal Sosial 

Humaniora Dan Pendidikan 1, no. 3 (2022): 203– 7, 

https://doi.org/10.55606/inovasi.v1i3.403. 
2 Lely Indah Mindarti, Choirul Saleh, Aulia Puspaning Galih, 

PEMBERDAYAAN PELAYANAN DAN TATA KELOLA KEARSIPAN DI 

KELURAHAN MERJOSARI KOTA MALANG, Jurnal Pengabdian Masyarakat 

J-DINAMIKA, Vol. 5, No. 1, Juni 2020, hal 76 
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digunakan sebagai alat bukti yang sah. Era perkembangan 

teknologi, arsip sekarang dapat berbentuk video, audio dan 

digital. Arsip dapat menjadi bukti yang bagi suatu tindakan dan 

keputusan karena sifatnya  yang asli dan sah tersebut. Arsip 

sebagai ingatan, sumber sejarah, dan pusat informasi, sudah 

seharusnya dikelola sebaik mungkin agar kegiatan tertib 

administrasi berjalan dengan lancar dan tercipta pelayanan 

publik yang efektif dan  efisien.  

 Kurangnya kesadaran akan pentingya pengelolaan arsip 

bisa berdampak pada proses kegiatan administrasi suatu 

organisasi. Upaya pengelolaan arsip pada suatu organisasi 

belum menjadi perhatian serius dan masih dianggap remeh. 

Mereka menganggap kegiatan mengelola arsip ialah suatu 

pekerjaan yang mudah untuk dilakukan sehingga masih banyak 

organisasi pemerintah maupun swasta menyerakan kegiatan 

pengurusan arsip kepada sumber daya manusia atau karyawan 

yang kurang memahami prosedur kearsipan. Hal itu 

berdampak terhadap pengelolaan arsip yang tidak optimal, 

dimana akan banyak arsip yang tidak terjaga secara kondisi 

dan informasi arsip sulit ditemukan.3 

Tata kelola arsip pada Kantor Kearsipan tidak lepas dari 

fungsi manajemen kearsipan. Manajemen kearsipan yang 

efisien dan efektif mempunyai pengaruh yang besar untuk 

penelusuran dan pencarian data atau informasi yang baik bagi 

pimpinan yang dapat dipakai sebagai bahan dalam proses 

pengambilan kebijakan. Dalam manajemen kearsipan terdapat 

kegiatan-kegiatan antara lain: penciptaan, penggunaan, 

penyimpanan aktif, pemindahan menjadi penyimpanan inaktif, 

dan pemusnahan atau pemindahan menjadi arsip historis. 

Sistem manajemen dokumen merupakan pengelolaan dokumen 

yang dikembangkan untuk mengatur dan mengelola dokumen-

dokumen penting agar mudah untuk dicari dan ditemukan 

 
3 Muhammad Fachri, Manajemen Arsip Dinamis Produk Hukum di Biro 

Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Universitas Sriwijaya, 2023, 

hal 5 
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kembali. 4 

Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Peraturan 

Daerah Nomor 12 Tahun 2019  tentang penyelenggaraan 

kearsipan untuk mengelola arsip termasuk arsip hukum. 

Adapun produk hukum yang dikelola di bagian hukum 

Sekretariat Daerah Kota Pekalongan yaitu antara lain Peraturan 

Walikota,Peraturan Daerah, Instruksi Walikota dan Keputusan 

Walikota. Dokumen-dokumen itu sendiri perlu dikelola dengan 

baik agar bisa dimanfaatkan  sesuai dengan kebutuhan. Hal ini 

biasa disebut dengan sistem manajemen dokumen.5 

Berdasarkan observasi menunjukkan bahwa dalam 

pengelolaan arsip produk hukum belum maksimal karena ada 

beberapa kendala dan ada beberapa aspek pengelolaan arsip 

produk hukum yang belum dilakukan secara sistematis.6  

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 

Tentang Penyelenggaraan Kearsipan menyebutkan bahwa 

“pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi paling sedikit 

10 (sepuluh) tahun yang berasal dari penyelenggara 

Pemerintahan Daerah”. Namun di Bagian Hukum Sekretariat 

Daerah Kota Pekalongan belum melaksanakan retensi arsip 

tersebut dan belum menerapkan pemusnahan dan penyerahan 

dalam rangka penyusutan arsip. Jadi ketika arsip yang sudah 

tidak aktif atau sudah habis masa retensi nya harus dilakukan 

penyusutan untuk menentukan arsip mana yang perlu 

dipertahankan, dipindahkan, atau dihancurkan setelah jangka 

waktu tertentu. Ini penting untuk menjaga efisiensi 

pengelolaan arsip dan menghindari penumpukan dokumen 

yang tidak perlu. Sehingga hal tersebut menyebabkan 

kurangnya kepatuhan terhadap Perda kearsipan 

 
  4 Eka Setiyawati, Optimalisasi Tata Kelola Kearsipan, Journal of 

Education, Administration, Training, and Religion Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hal 37 
5Yani Kurnia, Sukaesih, Encang Saepudin, “Manajemen Dokumen 

Produk Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat”, 

Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan, Vol.4, No.1, 2016, hal. 38.   
6 Ritmika Serenady, Staff Bagian Hukum, Observasi (Pekalongan, 9 

Oktober 2024. Pukul 09.00 WIB) 
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 Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Daerah Kota Pekaongan 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan 

menyebutkan “Pembinaan kearsipan meliputi: d. sosialisasi 

kearsipan; e. pendidikan dan pelatihan kearsipan” Namun di 

Bagian Hukum Sekretariat Daerah   belum adanya pendidikan 

dan  pelatihan kearsipan  dikarenakan kurangnya sumber daya 

manusia pengelola arsip yang menyebabkan staff jadi memiliki 

peran dobel. Hal ini disebabkan karena belum  adanya 

tenaga arsiparis yang  mampu mengkoordinir terkait 

pemusnahan arsip. Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan maka peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan judul  

Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Kearsipan dalam Pengelolaan Arsip Hukum. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka 

rumusan masalah dalam       penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana penegakan hukum Peraturan Daerah Kota 

Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Kearsipan dalam Pengelolaan Arsip 

Hukum? 

2. Bagaimana akibat hukum Peraturan Daerah Kota 

Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Kearsipan dalam Pengelolaan Arsip 

Hukum? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di 

atas yaitu: 

1. Menganalisis penegakan hukum Peraturan Daerah Kota 

Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Kearsipan dalam Pengelolaan Arsip 

Hukum. 

2. Menganalisis  akibat hukum Peraturan Daerah Kota 

Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
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Penyelenggaraan Kearsipan dalam Pengelolaan Arsip 

Hukum. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan maka 

adapun manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan 

referensi bagi peneliti lain yang membutuhkan serta dapat 

di kembangkan oleh peneliti peneliti berikutnya dalam 

kajian tentang Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota 

Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Kearsipan. Melalui penelitian yuridis 

empiris, yang mana mempelajari peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi di 

masyarakat dengan menggunakan teori penegakan hukum. 

2. Manfaat Praktis  

a. Dapat digunakan sebagai salah satu acuan penelitian 

meningkatkan pelaksanaan kegiatan kearsipan di Kota 

Pekalongan . 

b. Sebagai sumbangan data ilmiah mengenai pengelolaan 

arsip produk hukum. 

E. Kerangka Teori 

Pada sub bab ini peneliti akan memaparkan beberapa 

kerangka teori yang digunakan oleh peneliti dalam membuat 

penelitian yang berkenaan dengan judul yang dipilih. 

Kerangka teori ini akan dijadikan sebagai landasan penulis 

dalam menelisik lebih jauh penelitian. 

1. Penegakan Hukum  

Menurut Lawrence M.Friedman, terdapat tiga indikator 

yang menjadi tolak ukur penilaian penegakan hukum 

dalam masyarakat yaitu: 

a. Substansi Hukum 

Substansi hukum adalah norma, pola tingkah laku 

manusia, serta aturan hukum tertulis maupun hukum 

yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Lawrence 
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M.Friedman menggunakan teori H.L.A Hart 

menyatakan bahwa substansi hukum tersusun dari 

peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana suatu 

institusi itu berperilaku. 

b. Struktur Hukum 

Menurut Friedman, struktur hukum disebut juga 

sebagai pranata hukum, yaitu kerangka yang 

memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. 

Unsur dari struktur hukum adalah struktur institusi-

institusi penegak hukum, seperti: kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan dan lembaga permasyarakatan.                                                                                                                                    

c. Budaya Hukum  

Menurut Lawrance M. Friedman, budaya hukum 

adalah sikap manusia terhadap hukum yang 

menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari 

atau disalahgunakan. 

Indikator penilaian penegakan hukum menurut teori 

Lawrence M. Friedman merupakan indikator yang 

bersifat kumulatif. Indikator tersebut tidak mengukur 

ketiga indikator secara terpisah atau ketiga ukuran 

tersebut memiliki keterkaitan. Sehingga, dapat 

dikatakan bahwa mengukurnya dilakukan secara 

keseluruhan dengan variabel yang satu mempengaruhi 

variabel yang lain.7 

F. Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan hasil penelurusan literatur, banyak ditemukan 

penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian ini baik 

dari skripsi, tesis, jurnal, dan penelitian non skripsi namn 

dengan focus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan 

terhadap penelitian ini: 

 
7 Ana Aniza Karunia, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di 

Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman, Jurnal Hukum dan 

Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 1, 2022, hal.123  
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Tabel 1.1 

Penelitian yang Relevan 

 

No. Judul Penelitian Hasil Pembahasan Persamaan dan 

Perbedaan 

1. Manajemen Arsip 

Dinamis Produk 

Hukum di Biro 

Hukum Sekretariat 

Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan8 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

masih terdapat pegawai 

yang telat 

mengembalikan arsip, 

ruang penyimpanan 

belum tersentralisasi, 

pelaksanaan penyusutan 

arsip belum diterapkan, 

fasilitas belum memadai 

dan belum terdapat 

tenaga arsiparis. pada 

penelitian ini dapat 

diketahui bahwa proses 

manajemen arsip 

dinamis dokumen 

produk hukum di Biro 

Hukum Sekretariat 

Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan belum 

diterapkan sesuai 

dengan prosedur 

kearsipan di lingkungan 

pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan. 

Persamaan 

Penelitian ini sama 

sama menggunakan 

penelitian lapangan. 

Perbedaan 

Dalam penelitian 

Muhammad Fachri 

lebih berfokus pada 

manajemen arsip 

dinamis nya 

Sedangkan 

penelitian ini 

berfokuspenegakan 

peraturan daerah 

tentang kearsipan. 

2. Sistem dan     

Prosedur Kearsipan  

pada Bagian  Umum 

Sekretariat Daerah 

Kabupaten Siak9 

Sistem kearsipan pada 

bagian umum sekretariat 

daerah kebupaten siak 

berjalan dengan cukup 

baik. 

Persamaan 

Penelitian yang 

dilakukan sama 

sama 

menggunakan 

 
8 Muhamad Fachri, Manajemen Arsip Dinamis Produk Hukum di Biro 

Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Skripsi, (Sumatera, 2023) 
9 Arif Efendi, Sistem dan     Prosedur Kearsipan  pada Bagian  Umum 
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Adapun kendala yang 

dihadapi dalam 

pelaksanaan arsip pada 

bagian umum sekretariat 

daerah kabupaten siak 

yaitu kurangnya 

perhatian petugas arsip 

terhadap arsip serta 

masih kurangnya 

pembinaan petugas arsip 

dan kurang telitinya 

petugas arsip. Sehingga 

masih terjadi kehilangan 

arsip dan sulit 

menemukan arsip 

kembali. 

penelitian lapangan 

Perbedaan 

Penelitian Arif 

Efendi berfokus 

pada faktor 

Pengaruh dari 

kurang efisiennya 

kearsipan di 

Bagian Umum 

Sekretariat Daerah 

Kabupaten Siak. 

Sedangkan 

penelitian ini 

Membahas terkait 

penegakan 

peraturan daerah 

tentang kearsipan. 

 

 

3. Penegakan Hukum 

terhadap Peraturan 

Daerah Nomor 4 

Tahun 2019 tentang 

pelanggaran 

pemasangan reklame 

di Kota Semarang 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan  

bahwa terdapat 

persoalan mengenai 

bagaimana penegakan 

hukum terhadap 

pelanggaran 

pemasangan reklame di 

Kota Semarang. 

Sebagian wilayah di 

Kota Semarang 

pemasangan reklame 

belum optimal. Akibat 

hukum dari pelanggaran 

pemasangan reklame 

tersebut berupa sanksi 

denda dan 

pembongkaran. Selain 

Persamaan 

Sama-sama 

membahas 

mengenai 

penegakan hukum. 

Perbedaan 

Jurnal Della Cahaya 

Ningrum membahas 

terkait penegakan 

reklame sedangkan 

skripsi ini 

membahas 

mengenai 

penegakan 

peraturan daerah 

tentang kearsipan. 

 
Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, Skripsi, (Riau,2021) 
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itu, penegakan hukum 

mengalami hambatan 

berupa faktor internal 

yang berasal dari 

kurangnya kesadaran 

masyarakat, kurangya 

sarana dan informasi dan 

minimmnya koordinasi 

antar penegak, adapula 

faktor eksternal yang 

menghambat berasal 

dari pemasangan 

reklame yang tidak 

berizin atau illegal. 

4.  “Implementasi 

Standar Operasional 

Prosedur(SOP) 

Pengelolaan Arsip 

Dinamis Inaktif pada 

Biro Hukum 

Sekretariat Daerah 

Provinsi Jawa 

Tengah10 

Hasil penelitian  

mengenai penerapan 

Standar Operasional 

Prosedur(SOP) dalam 

kegiatan pengelolaan 

arsip dinamis inaktif 

pada Biro Hukum telah 

di dapatkan hasil 

kegiatan pengelolaan 

arsip dinamis inaktif 

lebih efektif dan efisien 

karena SOP yang jelas 

serta mudah di pahami 

sebagai pedoman dalam 

kegiatan pengelolaan 

yang mengatur secara 

detail bagaimana alur 

pengelolaan arsip 

dinamis inaktif. 

Persamaan 

Sama sama 

terkendala dalam hal 

sumber daya 

manusia dalam 

bidang kearsipan. 

Perbedaan 

Skripsi Widya 

Rahayu lebih 

membahas terkait 

SOP pengelolaan 

arsip Dinamis 

Inaktif nya, itu 

bagian dari macam 

macam arsip. 

Sedangkan pada 

penelitian ini 

membahas  

penegakan 

peraturan daerah 

tentang kearsipan. 

 
10 Widya Rahayu, “Implementasi Standar Operasional Prosedur(SOP) 

Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi 

Jawa Tengah”, 2023 
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5.  Pengelolaan Arsip  

Produk Hukum di 

Sekretariat DPRD 

DIY (ditinjau dari 

Peraturan Gubernur 

DIY Nomor 43Tahun 

2021 Tentang 

Pengelolaan Arsip 

Dinamis11 

Pengelolaan arsip yang 

belum diterapkan 

sesuai denganPeraturan 

Gubernur DIY Nomor 

43 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Arsip 

Dinamis. Pertama, 

pengelolaan arsip 

produk hukum DPRD 

DIY belum 

menerapkan alih media 

arsip dalam rangka 

pemeliharaan arsip. 

Kedua, pengelolaan 

arsip produk hukum 

DPRD DIY belum 

menerapkan 

pemusnahan dan 

penyerahan dalam 

rangka penyusutan 

arsip. Hal ini 

disebabkan karena 

belum adanya 

kebijakan alih media 

arsip, belum adanya 

jadwal retensi arsip 

sebagai pedoman 

penyusutan arsip, dan 

kurangnya sumber 

daya manusia 

pengelola arsip 

Persamaan 

sama sama 

membahas 

mengenai 

pengelolaan arsip 

produk hukum. 

Perbedaan 

Skripsi Fitri Susiani 

lebih mengerucut 

menggunakan 

Peraturan Gubernur 

terkait pengelolaan 

arsipnya. 

Sedangkan 

penelitian ini 

dengan 

menggunakan 

penegakan hukum 

peraturan daerah 

tentang kearsipan. 

 

Dari beberapa jurnal, skripsi, dan tesis tersebut kajian 

yang akan dibahas berbeda, baik dari segi rumusan masalah, 

tujuan, objek, subjek pendekatan, serta sudut pandang yang 

 
11 Fitri Susiani, “Pengelolaan Arsip  Produk Hukum di Sekretariat DPRD 

DIY (ditinjau dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 43Tahun 2021 Tentang 

Pengelolaan Arsip Dinamis”, 2022 
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digunakan dalam penelitian. Jadi penelitian yang akan dibahas 

tidak ada kesamaan dengan penelitian terdahulu terkait 

“Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan 

Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan 

dalam Pengelolaan Arsip Produk Hukum. 

G. Metode Penelitian 

Penelitian ini didasari oleh metode penelitian sebagai 

landasan bagi                    penulis, antara lain: 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode empiris atau non-doktrinal. Metode 

penelitian hukum empiris atau metode penelitian hukum 

yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mempelajari 

peraturan perundang- undangan yang berlaku dan apa yang 

sebenarnya terjadi di masyarakat, atau hasil penelitian 

terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di 

masyarakat untuk menemukan fakta-fakta yang dijadikan 

sebagai data penelitian.12 Pada penelitian ini memakai 

bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan Penegakan 

hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang 

disesuaikan dengan realitas di masyarakat. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang akan digunakan disini 

adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah 

suatu metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara 

mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu 

atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan 

sesuatu dibalik fenomena tersebut atau bisa diartikan 

pengamatan objek secara terjun langsung ke lapangan. 

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi 

yang dilaporkan secara ringkas dan jelas. Laporan-laporan 

ini mencakup hal-hal yang ditujukan kepada Bagian 

 
12  M. Yahya Harahap, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 

2007). 



12 

 

Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dan Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan.13 

3. Lokasi Penelitian 

Pemilihan lokasi penelitian ini yaitu di Kota 

Pekalongan. Pengambilan lokasi penelitian hukum empris 

disesuaikan dengan judul serta permasalahan yang akan 

diteliti. Hal tersebut dikarenakan fokus penelitian pada 

pengelolaan arsip produk hukum di Bagian Hukum  

Sekretariat Daerah  Kota Pekalongan dan Dinas Kearsipan 

dan Perpustakaan Kota Pekalongan. 

4. Sumber data 

Sumber data dalam penyusunan penelitian ini, peneliti 

menggunakan sumber data primer dan data sekunder. 

A. Sumber Data Primer 

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh 

secara langsung dari sumber utama yakni para pihak 

yang menjadi objek dari penelitian ini. Data primer 

dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan 

melalui wawancara secara langsung dengan informan. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara 

dengan staff di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota 

Pekalongan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Kota Pekalongan. 

B. Sumber Data Sekunder 

Sumber sekunder adalah sebuah data yang diperoleh 

dari data yang sudah ada, artinya gabungan dari 

beberapa pihak yang diolah pihak lain, serta sudah 

dipublikasikan. Sumber data sekunder mencakup dua 

bahan hukum yaitu: 

1) Bahan Hukum Primer adalah jenis bahan hukum 

yang paling penting,mencakup peraturan perundang-

undangan yakni: 

 
13 Jonathan Sarwono, “Memadu Pendekatan Kuantitafif dan Kualitatif : 

Mungkinkah?”, Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis,9 no.2 (2009): 119-132 

https://media.neliti.com/media/publications/98208-ID-memadu-pendekatan-

kuantitatif-dan-kualit.pdf  
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a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

Tentang Administrasi Pemerintahan. 

b)  Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 

Tentang Kearsipan. 

c) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

43 Tahun 2019 Tentang Kearsipan. 
d) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Materi 

Muatan Peraturan Daerah Tentang 

Penyelenggaraan Kearsipan. 

e) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik 

Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penyusutan Arsip. 

f) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. 

g) Peraturan Wali kota Nomor 31 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Kearsipan. 

h) Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 

000.5/0020 Tahun 2024 tentang Pembentukan 

Tim Pengelola Kegiatan Pemeliharaan, 

Penataan dan Penyusutan Arsip Sekretariat 

Daerah Kota Pekalongan. 

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang 

bersifat  penjelas dari bahan hukum primer seperti 

buku, artikel, jurnal, dan undang-undang, serta 

dokumentasi arsip yang mendukung. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Berdasarkan berbagai jenis data yang dibutuhkan, dan 

ketersediaan sumber data, maka peneliti dapat menentukan 

teknik pengumpulan data yang tepat sesuai dengan keadaan, 

waktu, biaya serta pertimbangan lain demi tercapainya 

penelitian yang efektif. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

wawancara dan observasi. 
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a. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik yang 

digunakan dalam mengumpulkan data penelitian yaitu 

dengan melalui tanya jawab atau bertukar informasi. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis 

wawancara terstruktur mendalam yang bertujuan untuk 

memperoleh informasi secara mendalam dengan Staff 

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan 

dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota 

Pekalongan. 

b. Observasi 

Observasi ini dilakukan peneliti melakukan 

penelitian secara mendalam. Adapun tempat yang 

peneliti pilih yaitu di Bagian Hukum  Sekretariat Daerah 

Kota Pekalongan. 

6. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu dengan menggunakan Analisis Interaktif. Yang 

dalam proses penelitiannya melalui 4 tahapan, yaitu: 1.) 

Pengumpulan data: data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam 

catatan lapangan. 2.) Reduksi data adalah : proses 

pemilihan,pemutusan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data kasar  yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini 

berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, 

bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana 

terlihat dari kerangka konseptual penelitian permasalahan 

studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih 

peneliti. 3.) Penyajian data adalah: kegiatan Ketika 

sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi 

kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 4.) Penarikan kesimpulan, upaya 

penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus 

menerus selama berada di lapangan. Penelitian dengan 
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menggunakan analisis interaktif ini data yang didapatkan 

dari lapangan.14 

H. Sistematika Penulisan 

Yang tercantum dalam sistematika untuk penulisan 

penelitian ini yaitu dibagi menjadi beberapa bab, yang masing-

masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang bertujuan untuk 

tercapainya pembahasan penelitian ini dapat tersusun secara 

sistematis sehingga perlu adanya sistematika yang diantaranya 

seperti berikut : 

BAB I : yang berisi Pendahuluan yang didalamnya 

tercantum mengenai hal-hal yang mengatur bentuk dari 

penelitian yang didalamnya berisi : Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Kajian Teori, dan Metode Penelitian. 

BAB II : merupakan Landasan Teori yang memuat 

bahasan terkait penegakan hukum peraturan daerah tentang 

penyelenggaraan kearsipan 

BAB III : Hasil Penelitian, bab ini membahas tentang 

hasil penelitian Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota 

Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Kearsipan dalam Pengelolaan Arsip Produk Hukum. 

BAB IV : Bab ini akan membahas pembahasan dari 

penelitian. Penulis akan secara sistematis membahas Penegakan 

Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dalam Pengelolaan 

Arsip Hukum. 

BAB V : Penutup, bab ini berisikan kesimpulan yang 

berhubungan dengan rangkaian rumusan masalah, analisis dari 

bab-bab sebelumnya, dan  memuat saran- saran oleh penulis 

dan pihak-pihak terkait. 

 
14 Ahmad Rijali, “Analisi Data Kualitatif” Jurnal Alhadharah17, no. 33 

(2018): 81 https://jurnal.uin-

antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/download/2374/1691/6594 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang 

cukup kompleks dalam penegakan hukum Peraturan Daerah 

Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Kearsipan. Secara praktik di lapangan, 

pengelolaan arsip produk hukum di lingkungan Sekretariat 

Daerah Kota Pekalongan masih belum optimal. Hal ini terbukti 

dari tidak dilaksanakannya retensi arsip secara berkala, tidak 

adanya pemusnahan arsip yang telah kadaluwarsa, serta belum 

tersedianya sumber daya arsiparis yang profesional. Selain itu, 

ketiadaan SOP dan minimnya sosialisasi turut memperburuk 

kesadaran hukum aparatur dalam memahami pentingnya 

kearsipan sebagai bagian dari sistem administrasi yang tertib 

dan akuntabel.  

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penegakan 

hukum terhadap Perda Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 

2019 belum berjalan dengan baik. Hal ini tidak hanya 

menimbulkan dampak administratif seperti tumpukan arsip dan 

hilangnya dokumen penting, tetapi juga mengarah pada potensi 

maladministrasi dan melemahnya akuntabilitas publik. Oleh 

karenannya, dibutuhkan upaya yang bersifat komprehensif, 

mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, 

perumusan regulasi teknis berupa SOP, perbaikan sarana 

prasarana, hingga penguatan budaya hukum melalui sosialisasi 

dan pelatihan berkelanjutan. Sinergi lintas instansi dan 

komitmen politik yang kuat menjadi kunci dalam mendorong 

keberhasilan implementasi perda ini secara berkelanjutan dan 

profesional. 

B. Saran 

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, penulis 

menyarankan agar Pemerintah Kota Pekalongan, khususnya 

Bagian Hukum Sekretariat Daerah melakukan langkah konkret 

untuk meningkatkan efektivitas penegakan Peraturan Daerah 
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Nomor 12 Tahun 2019. Salah satunya melalui pembentukan 

dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas 

dan menyeluruh dalam pengelolaan arsip produk hukum. 

Pemerintah daerah juga perlu memperkuat fungsi koordinasi 

lintas instansi serta rutin mengadakan sosialisasi dan pelatihan 

tentang kearsipan kepada seluruh aparatur, guna 

menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan terhadap perda.  

Dalam mencegah dampak hukum yang merugikan akibat 

pengelolaan arsip yang tidak sesuai ketentuan, seperti 

hilangnya dokumen penting atau potensi maladministrasi. 

Maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 

lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan harus memperkuat 

tata kelola arsip secara internal. Evaluasi berkala terhadap 

pelaksanaan perda juga perlu dilakukan untuk mengukur 

tingkat kepatuhan dan efektivitas kebijakan yang telah 

dijalankan. Oleh Karenannya, keberadaan Perda Nomor 12 

Tahun 2019 tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu 

memberi pengaruh nyata terhadap kualitas pelayanan publik 

dan transparansi birokrasi di daerah. 
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